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LAMPIRAN  XXVIII 
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 
NOMOR 40 TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
2021-2026 

 

 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2021-2026 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Sejalan dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial dan 

ekonomi  masyarakat maka sistem pemerintahan mengalami perubahan yang 

mengharuskan pemerintah mewujudkan pemerintahan tata pemerintahan yang 

baik (Good Governance). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut 

untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang 

efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka 

diperlukan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya dengan menyusun 

Dokumen Perencanaan. Perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  suatu  

proses  penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan di  dalamnya,  dalam  rangka  meningkatkan  

kesejahteraan sosial  dalam  suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentudengan memanfaatkan dan  mengalokasikan  sumberdaya  yang  

ada. Sesuai dengan Pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan 

terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. 

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian 

indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan 
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pembangunan lainnya khususnya dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2021-2026.   

Penyusunan Perubahan Renstra juga mengacu pada Renja K/L dan 

Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, 

dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional 

dengan pembangunan daerah. 

Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Tahun 2021-2026 disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : (1). 

Persiapan penyusunan Renstra; (2). Penyusunan rancangan Renstra; (3). 

Penyusunan rancangan akhir Renstra; (4). Penetapan Renstra. Keempat 

tahapan penyusunan Renstra dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga 

membentuk sebuah siklus perencanaan yang utuh. 

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tahun 2021-2026 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, 

juga sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yakni pedoman pelaksanaan program 

dan kegiatan setiap tahunnya. 

Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Gambar 1.1 
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini 

disusun berdasarkan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang 

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pan 

jang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, 

kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gununkidul Kabupaten Gunungkidul Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2021-2026; 

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik; 

16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-

2026. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

a. Maksud 

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Tahun 2021-2026,  adalah : 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang 

rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan 

pemerintahan umum. 

3. Memberikan kerangka dasar untuk merencanakan kegiatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu 5 

(lima) tahun.  

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target 

kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) yang bersifat tahunan. 
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b. Tujuan  

Tujuan umum penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 2021-2026, adalah: 

1. Mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi antara Perangkat 

Daerah, pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam melaksanakan 

program dan kegiatan. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam 

rangka membantu mewujudkan visi dan misi Bupati yang hendak 

dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. 

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan daerah. 

5. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja 

penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan 

publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun. 

6. Merencanakan perubahan organisasi dalam lingkungan yang semakin 

komplek dan membutuhkan adanya penyesuaian; 

7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke 

depan. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN  

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-

2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah  

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah  

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih  

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra 

Provinsi/Kabupaten 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  

BAB IV.  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

BAB V.  STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 

BAB VI.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2026 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII. PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI  DAN  STRUKTUR  ORGANISASI 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul  Nomor  3 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik.  

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

3. penyusunan rencana kineria dan perJanjiar+ kinerja di bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 

pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 

golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

5. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 

pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragarna, ras, dan 

golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila 

dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, 
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serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

7. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; 

8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan; 

9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa 

dan politik; 

10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang lcesatuan bangsa dan politik; 

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 

12. pengelolaan UPT. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bagan 2.1 
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, maka sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 

harus dikelola secara efektif dan efisien, sebagai berikut : 

1. Sumber Dana 

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran) 
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Keuangan 
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Politik Dalam Negeri 
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Kewaspadaan Dini 

 

Kelompok Substansi 
 Penanganan Konflik 

 

Kelompok Substansi 
Bina Ideologi  
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harus  dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, 

efisiensi dan akuntabilitas anggaran.  

2. Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

pada tahun 2022 adalah 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari : 

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak : 1 orang 

2. Jabatan Administrator sebanyak : 3 orang 

3. Jabatan Pengawas sebanyak : 2 orang 

4. Jabatan Fungsional : 5 orang 

5. Pelaksana sebanyak: 13 orang. 

Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kondisi sumber 

daya aparatur baik dari sisi kompetensi, kualifikasi dan jumlah pegawai 

masih belum tercukupi untuk pencapaian kinerja yang optimal. Namun 

dengan komposisi pegawai saat ini diupayakan untuk diberdayakan sesuai 

dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.  

Optimalisasi Potensi SDM ini dapat dilaksanakan apabila manajemen 

pengelolaan SDM dengan peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan 

pelatihan maupun melalui pembinaan dan penilaian kinerja aparatur, serta 

penerapan reward and punishment yang ketat, akurat, adil dan seimbang.  

Profesionalisme juga akan tercapai apabila setiap aparat mengetahui 

tugas dan kewajiban masing-masing terhadap kinerja unit kerjanya serta 

perlunya bimbingan teknis maupun diklat teknis.  

Untuk mengetahui keadaan personil perlu juga diketahui komposisi 

pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat usia dan 

lainnya. Komposisi yang disajikan dalam tabel-tabel ini dimaksudkan agar 

pengelolaan SDM dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan 

Bangsa dapat berlangsung optimal. Berikut tabel komposisi pegawai yang 

terdiri dari: 

Tabel  2.1 
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

1 Laki-laki 11 

2 Perempuan 12 

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan 

jenis kelamin, dari keseluruhan jumlah PNS  pada Badan Kesatuan Bangsa 
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dan Politik, sebanyak 45,45% adalah laki-laki (11 orang) dan 54,55% 

adalah perempuan (12 orang). 

Tabel  2.2 
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Usia 

 

No Usia Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 
(Orang) 

1 < 30 th 0 4 4 

2 31 th – 49 th 4 5 9 

3 > 50 th 8 2 10 

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2022 

Jika di lihat dari faktor usia dalam tabel 2.2 di atas, dari keseluruhan 

jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 17,39% 

adalah PNS yang berusia < 30 th, 39,13% adalah PNS yang berusia 31 th – 

49 th, dan 43,47% adalah PNS yang berusia  > 50 th. 

 

Tabel  2.3 
Pegawai Badan Kesbangpol  Menurut Golongan 

 

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah (Orang) 

1 I - - 0 

2 II 3 3 6 

3 III 6 9 13 

4 IV 3 1 4 

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2022 

Menurut golongan kepegawaian dalam tabel 2.3 di atas, dari 

keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tidak 

ada PNS golongan I, 26% adalah PNS  golongan II (6 orang), 56,52% adalah 

PNS golongan III (13 orang), dan 13% adalah PNS golongan IV (4 orang). 

Tabel  2.4  
Pegawai Menurut Pendidikan 

 

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah (Orang) 

1 SLTP 1 - 1 

2 SLTA 5 1 6 

3 DI - D3,Sarjana 
Muda 

- 4 4 

4 D4/S1 2 5 7 

5 S2 3 2 5 

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2022 
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Menurut tingkat pendidikan dalam tabel 2.4 di atas, dari keseluruhan 

jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, PNS dengan tingkat 

pendidikan SLTP sebanyak 4,37% (1 orang), dengan tingkat pendidikan 

SLTA sebanyak 26% (6 orang), dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 

17,4 % (4 orang), dengan tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 53,85% (7 

orang), dan dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 21,74% (5 orang). 

Sedangkan menurut diklat kepemimpinan yang pernah diikuti, dari 

keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, PNS 

yang sudah mengikuti Diklat ADUM/Diklat Pimpinan IV sebanyak 16,67% 

(3 orang), PNS yang sudah mengikuti diklat SPAMA/ Diklat Pimpinan III 

sebanyak 16,67% (3 orang), sedangkan sebanyak  66,67% (12 orang) belum 

pernah mengikuti diklat struktural. Untuk lebih jelasnya mengenani 

komposisi PNS berdasarkan diklat struktural yang pernah diikuti, dapat 

kita lihat dalam tabel 2.5. di bawah ini :  

Tabel  2.5 
 PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan 

 

No Diklat 

Kepemimpinan 

Laki-Laki Perempuan 
Jumlah (Orang) 

1 DIKLATPIM TK. II - - 0 

2 DIIKLATPIM TK. III 2 1 3 

3 DIKLATPIM TK. IV 1 2 3 

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2022 

3. Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset) 

Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan 

asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.  

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset ini 

berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk 

meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang inventaris 

dan aset ini dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga 

setiap penambahan dan pengurangan terhadap barang inventaris dan aset 

langsung dapat diketahui.  

Jumlah aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 

2021 (audited Desember 2021) adalah sebesar Rp2.962.869.411,49, dengan 

perincian sebagai berikut : 

1. Tanah, dengan nilai aset sebesar Rp720.000.000,00 
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2. Peralatan dan mesin, dengan nilai aset sebesar Rp1.094.384.237,89 

3. Gedung dang bangunan, dengan nilai aset sebesar Rp1.075.790.230,00 

4. Jalan, irigasi, dan jaringan, dengan nilai aset sebesar Rp31.364.194,00 

5. Aset tetap lainnya, dengan nilai aset sebesar Rp183.525.150,00  

Untuk lebih jelasnya perincian daftar inventarisir barang Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, dapat kita lihat dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.6 
Daftar Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(audited Desember 2021) 

       

KODE REK 
URAIAN ASET 

TETAP 

SALDO AWAL                        
31 Desember 

2020 (Audited) 

MUTASI TAHUN 2021 SALDO AKHIR            
31 Desember 

2021 
Ket 

PENAMBAHAN PENGURANGAN 

1 2 3 11 17 18 19 

1.3.01. TANAH  569.181.600,00      720.000.000,00   

1.3.01.01 Tanah 569.181.600,00   720.000.000,00   

1.3.01.01.01 Tanah Untuk 
Bangunan Gedung 

569.181.600,00 720.000.000,00 569.181.600,00 720.000.000,00   

1.3.02 Peralatan dan Mesin 1.094.384.237,89   1.094.384.237,89   

1.3.02.02 Alat Angkutan 527.033.700,00   527.033.700,00   

1.3.02.02.01 Alat Angkutan Darat 
Bermotor 

527.033.700,00   527.033.700,00   

1.3.02.05. Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

323.599.023,00   323.599.023,00   

1.3.02.05.01. Alat Kantor 121.987.000,00   121.987.000,00   

1.3.02.05.02. Alat Rumah Tangga 201.612.023,00   201.612.023,00   

1.3.02.06. Alat Studio, 
Komunikasi, dan 
Pemancar 

54.889.054,00   54.889.054,00   

1.3.02.06.01. Alat Studio 16.831.500,00   16.831.500,00   

1.3.02.06.02. Alat Komunikasi 38.057.554,00   38.057.554,00   

1.3.02.07 Alat Kedokteran dan 
kesehatan 

784.000   784.000  

1.3.02.07.01 Unit-Unit Laboratorium 784.000   784.000  

1.3.02.10. Komputer 188.078.460,89   188.078.460,89   

1.3.02.10.01. Komputer Unit 163.051.988,89   163.051.988,89   

1.3.02.10.02 Peralatan Komputer 25.026.472,00   25.026.472,00   

 1.3.03. Gedung dan 
Bangunan 

1.075.790.230,00   1.075.790.230,00   

 1.3.03.01. Bangunan Gedung 1.064.695.230,00   1.064.695.230,00   

1.3.03.01.01 Bangunan Gedung 
Tempat Kerja 

1.064.695.230,00   1.064.695.230,00   

 1.3.03.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti 11.095.000,00   11.095.000,00   

1.3.03.04.01. Tugu/Tanda Batas 11.095.000,00   11.095.000,00   

1.3.04. Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi 

31.364.194,00   31.364.194,00   

1.3.04.02. Bangunan Air 19.871.000,00   19.871.000,00   
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KODE REK 
URAIAN ASET 

TETAP 

SALDO AWAL                        
31 Desember 

2019 (Audited) 

MUTASI TAHUN 2021 SALDO AKHIR            
31 Desember 

2020 
Ket 

PENAMBAHAN PENGURANGAN 

1 2 3 11 17 18 19 

1.3.04.02.04. Bangunan Pengaman 
Sungai/Pantai dan 
Penanggulangan 
Bencana Alam 

19.871.000,00   19.871.000,00  

1.3.04.04. Jaringan 20.117.194,00   20.117.194,00   

1.3.04.04.02. Jaringan Listrik 19.813.194,00   19.813.194,00   

1.3.04.04.03. Jaringan Telepon 304.000,00   304.000,00   

1.3.05 Aset Tetap Lainnya 183.525.150,00   183.525.150,00   

1.3.05.01. Bahan Perpustakaan 435.000,00   435.000,00   

1.3.05.01.01. Bahan Perpustakaan 
Tercetak 

435.000,00   435.000,00  

1.3.05.02. Barang Bercorak 
Kesenian/Kebudayaan/ 
Olahraga 

183.090.150,00   183.090.150,00   

1.3.05.02.01. Barang Bercorak 
Kesenian 

183.090.150,00   183.090.150,00   

Jumlah 3.113.687.811.89   3.113.687.811.89  

Sumber data : Laporan Aset Semester II Tahun 2021 
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2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  POLITIK  

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan 

kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk belanegara, serta mengerti dan mau untuk 

menggunakan hak-hak politik.  

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung jawab 

tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang 

mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik. 

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, 

bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan; 

b. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik 

dalam negeri; 

c. Penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik; 

d. Penyelenggaraan pembinaan,  dan fasilitas kelembagaan partai politik;  

e. Penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional; 

f. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama; 

g. Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan; 

h. Penanganan konflik SARA, pemerintahan, dan penanganan konflik sosial; 

i. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; 

j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga 

asing; dan 

k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan 

ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan; 

l. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi 

kemasyarakatan; 

m. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya). 

 

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul cukup responsif dalam merespon 

dinamika  sosial, ekonomi, politik nasional hal tersebut dikarenakan kondisi 

masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup 

mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial 

memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah.  

Selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka 



  15 

mendukung pencapaian Kabupaten Gunugkidul di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik 

dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah cukup kondusif.  

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

berdasarkan target/sasaran Renstra  dari tahun ke tahun menunjukan trend 

yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, 

pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, 

kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan 

pemerintah daerah 

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan 

target/sasaran Renstra Tahun 2017-2020 dapat kita lihat dari tabel 2.7 di 

bawah ini : 
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   Tabel 2.7 

   Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2021 

 

NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 

Fungsi PD Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra PD tahun ke- Realisasi Capaian  Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

 

SPM/IKK/ 
Indikator Lain 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 Persentase 
konflik sosial 
yang tertangani 

 

  

 75% 76% 85% 87% 90% 75% 76% 85,71% 100 Na 100% 100% 100,84% 114,94% Na 
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Dari tabel 2.7 tentang pencapaian kinerja 2016-2021 tersebut di atas 

dapat kami uraikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

untuk Capaian IKU Persentase konflik sosial yang tertangani selama 5 (lima) 

tahun cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2020 capaian IKU mencapai 

114,94%. Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 

tahun 2017-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari 

faktor-faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, seperti kapasitas sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta 

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PD maupun stakeholders lainnya. 

Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang 

pada umumnya tidak sesuai dengan time schedule yang direncanakan 

disebabkan karena adanya hambatan dalam pencairan dana. 

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2017-2020, dapat 

dilihat dalam tabel 2.8 dibawah ini : 
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Tabel 2.8 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 - 2021 
 

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gunungkidul

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Pelayanan 

Administrasi

Perkantoran

227,526,000.00            291,008,000.00              384,945,000.00                214,843,500.00               182,447,000.00             185,842,720.00             258,919,438.00            310,132,336.00               160,164,589.00              -            81.68   88.97   80.57   74.55   260,153,900.00          786,927,411.80              

Penyediaan Jasa, 

Peralatan, dan 

Perlengkapan 

Perkantoran

146,806,000.00        195,078,000.00          232,510,000.00            162,163,500.00           180,647,000.00         122,625,694.00          183,989,026.00        222,880,807.00           141,334,689.00           83.53   94.32   95.86   87.16   183,440,900.00      557,762,464.80              

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi, 

dan Koordinasi

80,720,000.00           95,930,000.00             152,435,000.00            52,680,000.00             1,800,000.00              63,217,026.00            74,930,412.00           87,251,529.00             18,829,900.00             78.32   78.11   57.24   35.74   76,713,000.00         229,164,947.00          

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

71,227,200.00           122,435,000.00          55,640,000.00               32,500,000.00             171,980,000.00         68,465,789.00            118,251,127.00        45,503,092.00             32,480,130.00             -            96.12   96.58   81.78   99.94   -        90,756,440.00         238,716,034.00          

Pengadaan/Pemban

gunan Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran

27,200,000.00           15,100,000.00             -                                   - 27,105,373.00            15,100,000.00           -                                  99.65   100.00 -        8,460,000.00           42,205,373.00             

Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran

44,027,200.00           107,335,000.00          55,640,000.00               32,500,000.00             171,980,000.00         41,360,416.00            103,151,127.00        45,503,092.00             32,480,130.00             93.94   96.10   81.78   99.94   82,296,440.00         196,510,661.00          

Program 

Peningkatan 

Ketatalaksanaan 

dan Kapasitas 

Apratur

10,800,000.00           6,800,000.00               3,850,000.00                 325,000.00                   2,390,000.00              6,490,000.00              6,745,500.00             3,846,500.00                325,000.00                   -            60.09   99.20   99.91   100.00 -        4,833,000.00           17,147,000.00             

Penyelenggaraan 

Ketatalaksanaan 

dan Pengelolaan 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

1,000,000.00             800,000.00                  850,000.00                    325,000.00                   2,390,000.00              1,000,000.00              800,000.00                846,500.00                   325,000.00                   100.00 100.00 99.59   100.00 1,073,000.00           2,711,500.00               

Pengembangan 

Kapasitas Aparatur

9,800,000.00             6,000,000.00               3,000,000.00                 -                                  - 5,490,000.00              5,945,500.00             3,000,000.00                56.02   99.09   100.00 18,800,000.00         14,435,500.00             

Program 

Peningkatan 

Kualitas Pelaporan 

Keuangan Daerah

27,020,000.00           53,825,000.00             32,310,000.00               15,310,000.00             2,001,502,864.30          24,020,000.00            52,265,000.00           32,234,950.00             15,310,000.00             -            88.90   97.10   99.77   100.00 -        425,993,572.86          111,581,950.00          

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Perangkat Daerah

27,020,000.00           53,825,000.00             32,310,000.00               15,310,000.00             2,001,502,864.30      24,020,000.00            52,265,000.00           32,234,950.00             15,310,000.00             88.90   97.10   99.77   100.00 425,993,572.86      111,581,950.00          

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian 
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Perencanaan

17,850,000.00           33,372,000.00             38,060,000.00               51,565,000.00             46,895,000.00            17,493,300.00            31,531,500.00           37,975,000.00             51,059,000.00             -            98.00   94.48   99.78   99.02   -        37,548,400.00         97,211,600.00             

Perencanaan Kinerja 

Perangkat Daerah

12,900,000.00           29,622,000.00             33,390,000.00               50,190,000.00             45,245,000.00            12,899,300.00            27,782,000.00           33,305,000.00             49,709,000.00             99.99   93.79   99.75   99.04   34,269,400.00         83,928,100.00             

Pengendalian 

Internal Perangkat 

Daerah

4,350,000.00             2,950,000.00               3,820,000.00                 1,375,000.00                1,650,000.00              3,994,000.00              2,949,500.00             3,820,000.00                1,350,000.00               91.82   99.98   100.00 98.18   2,829,000.00           11,033,500.00             

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi PD

600,000.00                800,000.00                  850,000.00                    -                                  - 600,000.00                  800,000.00                850,000.00                   -                                 100.00 100.00 100.00 450,000.00              2,250,000.00               

Program 

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Publik

1,000,000.00             1,600,000.00               1,934,000.00                 -                                  1,000,000.00              1,000,000.00              1,600,000.00             1,853,000.00                -                                 -            100.00 100.00 95.81   -        1,106,800.00           4,453,000.00               

Penyusunan Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat (IKM) PD

1,000,000.00             1,600,000.00               1,934,000.00                 -                                  1,000,000.00              1,000,000.00              1,600,000.00             1,853,000.00                -                                 100.00 100.00 95.81   1,106,800.00           4,453,000.00               

Program 

Pengembangan

Wawasan 

Kebangsaan,

Penanganan Konflik 

Sosial dan 

Penguatan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

dan LSM (Tahun 

2017)

952,127,017.00            880,898,339.00             92.52     952,127,017.00          880,898,339.00              

Pencegahan dan 

Penanganan Konflik 

Sosial

442,735,000.00        390,453,122.00          88.19   442,735,000.00      390,453,122.00          

Pembinaan 

Kerukunan Umat 

Beragama

184,610,000.00        171,800,200.00          93.06   184,610,000.00      171,800,200.00          

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaan

144,050,000.00        143,770,000.00          99.81   144,050,000.00      143,770,000.00          

Uraian 
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Pembinaan Korps 

Musik/Kelompok 

Genderang 

Sangkakala

59,250,000.00           59,250,000.00            100.00 59,250,000.00         59,250,000.00             

Penguatan 

Kapasitas 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

dan LSM

121,480,000.00        115,623,000.00          95.18   121,480,000.00      115,623,000.00          

Program 

Pengembangan

Wawasan 

Kebangsaan,

Penanganan Konflik 

Sosial (Th 2018-

2021)

-                                1,455,795,000.00           1,5 4 5 ,6 7 0 ,0 0 0 .0 0        1,189,225,000.00            2,110,191,000.00          -                                 1,294,142,420.00         1,417,248,161.00            976,113,800.00              -            88.90     91.69     82.08     1,5 7 5 ,2 2 0 ,2 5 0 .0 0  2,906,613,341.00           

Pencegahan dan 

Penanganan Konflik 

Sosial

1,008,410,000.00       1,214,035,000.00         1,125,635,000.00        1,227,341,000.00      886,732,420.00        1,111,140,685.00        913,194,800.00           87.93   91.52   81.13   1,143,855,250.00   2,180,512,065.00       

Pembinaan 

Kerukunan Umat 

Beragama

93,505,000.00             115,640,000.00            15,820,000.00             163,105,000.00         90,905,000.00           110,105,999.00           15,374,000.00             97.22   95.21   97.18   97,017,500.00         204,085,799.00          

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaan

283,260,000.00          157,395,000.00            29,320,000.00             719,745,000.00         248,135,000.00        141,121,477.00           29,095,000.00             87.60   89.66   99.23   297,430,000.00      395,075,477.00          

Pembinaan Korps 

Musik/Kelompok 

Genderang 

Sangkakala

70,620,000.00             58,600,000.00               18,450,000.00             - 68,370,000.00           54,880,000.00             18,450,000.00             96.81   93.65   100.00 147,670,000.00      126,940,000.00          

Program Pendidikan

Politik, Penguatan

Organisasi Politik  

(Th 2017)

234,914,517.00            205,878,117.00             87.64     234,914,517.00          205,878,117.00          

Pembinaan Politik 

Masyarakat

131,665,000.00        117,190,050.00          89.01   131,665,000.00      117,190,050.00          

Penguatan 

Kapasitas 

Organisasi Poliitik

103,247,500.00        88,686,050.00            85.90   103,247,500.00      88,686,050.00             

Uraian 
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

Program Pendidikan

Politik, Penguatan

Organisasi Politik 

dan Pengauatan 

Ormas/LSM (tahun 

2017-2021)

-                               401,500,000.00              762,654,000.00                372,538,400.00               1,200,442,758.00          -                                 373,253,634.00            715,266,114.00               331,045,930.00              -            92.96     93.79     88.86     547,427,031.60          1,154,728,934.00           

Pembinaan Politik 

Masyarakat

157,067,500.00          532,725,000.00            331,898,400.00           1,170,737,758.00      151,329,448.00        506,438,603.00           290,775,930.00           96.35   95.07   87.61   438,485,731.60      715,923,237.00          

Penguatan 

Kapasitas 

Organisasi Poliitik

136,932,500.00          82,155,000.00               1,835,000.00                - 116,940,005.00        67,637,800.00             1,815,000.00               85.40   82.33   98.91   220,922,500.00      184,940,805.00          

Penguatan 

Kapasitas 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

dan LSM

107,500,000.00          147,774,000.00            38,805,000.00             29,705,000.00            104,984,181.00        141,189,711.00           38,455,000.00             97.66   95.54   99.10   64,756,800.00         253,864,892.00          

1,5 4 2 ,4 6 4 ,7 3 4 .0 0    2,366,335,000.00           2,825,063,000.00             1,876,306,900.00            5,716,848,622.30          1,390,088,265.00          2,136,708,619.00         2,564,059,153.00            1,566,498,449.00           -            

Uraian 
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
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Dari tabel 2.8 tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa secara 

umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Tahun 2017-2020 menunjukkan perkembangan yang 

sangat signifikan.  

Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 8 

Program dengan 17 kegiatan, dari jumlah anggaran sebesar 

Rp1.876.306.900,00  terealisasi sebesar Rp1.566.498.449,00 atau 83,49%. 

Terdapat kegiatan yang terkendala pelaksanaannya karena adanya pandemi 

covid-19 sehingga capaian keuangan tidak dapat maksimal. 

Disamping itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa adanya perubahan 

peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang mewajibkan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kesatuan 

bangsa. Alokasi pembagian anggaran per program/kegiatan setiap tahun tidak 

sama, tergantung pada prioritas pencapaian sasaran, maupun prioritas 

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang. 

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

1.4.1. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi : 

1. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat 

2. Penurunan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila 

3. Banyaknya pendatang mempengaruhi  penurunan nilai-nilai kearifan 

lokal 

4. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan 

masyarakat 

4.4.1. Peluang 

1. Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga 

2. Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN  PERANGKAT DAERAH 

Kondisi sosial dan politik Kabupaten Gunungkidul yang majemuk dan 

kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di 

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum, masyarakat di zona tengah 

merupakan masyarakat yang urban (perkotaan), plural secara etnik dan agama, 

serta menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Sementara, zona utara dan 

zona selatan cenderung  identik dengan kehidupan yang rural (pedesaan), 

namun menjadi pusat kegiatan pariwisata dan pertanian. Di sisi lain, 

Gunungkidul tidak pernah lepas dari dinamika politik baik di tingkat lokal 

maupun nasional. Karakter sosial yang kompleks antar zona, serta situasi politik 

yang terus berubah ini menuntut kesigapan pengampu urusan Kesatuan Bangsa 

dan Politik untuk selalu tanggap dan responsif. Dengan demikian, kesatuan dan 

persatuan bangsa, dan stabilitas sikon sospol tetap dapat senantiasa diciptakan.  

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya itu, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

sosial dan politik yang menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. 

Identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ini 

sangat penting karena sangat mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah. 

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang diidentifikasi 

tersebut menjadi dasar pemikiran ditetapkannya Rencana Strategis lima 

tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka melaksanakan 

pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.  

Berdasarkan konteks sosial dan politik yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul, permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi sebagai tugas dan 

fungsi pelayanan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  

mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

Daerah 
 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

1. Pemahaman 
Organisasi Sosial 
kemasyarakatan 
terhadap peran dan 
legalitas 
lembaganya sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-

undangan masih 
kurang 

Sinergi organisasi 
kemasyarakatan 
dengan Pemerintah 
Daerah yang masih 
perlu ditingkatkan 

- Masih terdapat ormas 
yang belum memiliki 
SKT. 

- Peran beberapa ormas 
yang belum sesuai 
dengan harapan 

2. Pemahaman 
pemangku 
kepentingan 
terhadap regulasi 
dan teknis 
penanganan konflik 
sosial belum 
optimal 

Penguasaan Regulasi 
dan teknik 
penanganan konflik 
sosila perlu 
ditingkatkan 

- Potensi konflik  yang 
bersumber dari 
tumpeng tindihnya 
regulasi 

- Penguatan kapasitas 
SDM dalam teknik 
penanganan konflik 
sosial belum memadai 

3. Koordinasi 
penanganan konflik 
sosial baik pada 
level pemerintahan 
maupun pemangku 
kepentingan 
lainnya belum 
optimal 

Sinergitas dan 
Kerjasama antara 
level pemerintah dan 
pemangku 
kepentingan perlu 
ditingkatkan 

- Kerjasama dan 
koordinasi antar level 
pemerintah dan 
stakeholders dalam 
penanganan konflik 
sosial belum optimal 

4. Kompetensi SDM 
pelaksana dalam 
penanganan Konflik 
Sosial masih 
terbatas 

Terbatasnya kualitas 
dan kuantitas 
sumber daya 
manusia 

- Sumberdaya manusia 
sebagai pelaksana 
kegiatan dalam 
mencapai target 
program, kondisi saat 
ini sangat kurang, 
sehingga diharapkan 
ada pengisian SDM 
yang mumpuni dan 
memadai komptensinya 

 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimanapun juga 

perlu menilik kondisi internal. Di antara kondisi internal yang sangat 

berpengaruh adalah sebagai berikut: 

1. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  

2. Terkait dengan sarana dan prasarana; 

3. Terkait dengan jejaring (networks) yang dimiliki.  
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Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan 

tugasnya juga menghadapi hal-hal di luar kewenangannya, dan berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal-hal tersebut disebabkan antara 

lain semakin meningkatnya jumlah pendatang, serta semakin masifnya 

kunjungan wisata, yang menuntut kesigapan dan kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi perubahan. Hal tersebut menuntut perencanaan yang strategis agar 

tugas, fungsi dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik dalam lima tahun 

ke depan.  

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah 

sebagai berikut : “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat 

Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” 

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : PERTAMA, 

terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat 

atau mutu kehidupan yang terus meningkat  

KEDUA, masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua 

individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua 

manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan 

perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berasa di Kabupaten 

Gunungkidul 

KETIGA, bermartabat ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai 

dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan 

harkatnya sebagia manusia warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, 

etika, hokum, sosial, politik, dan ekonomi. Manusia yang bermartabat 

merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, 

mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.  

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan 

daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, sebagai berikut :  

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis 

2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah 

Dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2021-2026 tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa tugas dan fungsi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat mendukung pencapaian visi 

Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, 

terutama dalam aspek politik, yaitu mendorong masyarakat untuk mampu 

mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, menjamin 
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terlaksananya hak-hak politik masyarakat, dan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam berbagai bidang. 

Sedangkan misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang sesuai dan mewadahi tugas 

dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami jabarkan sebagai berikut : 

misi KESATU, yaitu  : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas 

dan dinamis. 

dengan Tujuan  : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

Sasaran KETIGA, yaitu : Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat 

meningkat 

dengan 5 program, yaitu  : 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan 

Karakter Kebangsaan 

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 

Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan 

Konflik Sosial 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah 

daerah yang mempunyai ketugasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, mempunyai fungsi, 

sebagai berikut : 

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa 

dan politik; 

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

3. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama inteligen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, 

penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan orang 

asing serta lembaga asing; 

4. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa; 

5. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 
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6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, 

desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan; 

7. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang 

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai 

sejarah kebangsaan, dan penghargaan; 

8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan 

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan; 

9. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga; 

10. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa; 

11. pengelolaan ketatausahaan kantor. 

Lebih jauh, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, juga terkait 

dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang harus ditangani, sekaligus 

faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penjabaran 

permasalahan, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut lebih 

detil dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini : 
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TABEL 3.1 

Identifikasi Permasalahan, Faktor Penghambat, dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tehadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

       
Visi KD/WKD Misi KD/WKD 

Tujuan 

KD/WKD 

Sasaran 

KD/WKD 
Identifikasi Permasalahan  Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1 2 3 4 5 6 7 

Terwujudnya 

Peningkatan 

Taraf Hidup 

Masyarakat 
Gunungkidul 

yang 

Bermartabat 

Tahun 2026 

Mewujudkan 

Tata 

Pemerintahan 

yang 
Berkualitas 

dan Dinamis 

Terwujudnya 

reformasi Tata 

Kelola 

Pemerintahan 
yang baik 

Ketentraman, 

ketertiban, dan 

keamanan 

masyarakat 
meningkat 

1. Potensi terjadinya konflik, 

baik konflik SARA, konflik 

sosial, maupun konflik 

pemerintahan akibat pesatnya 
perkembangan sosial, kultural, 

pariwisata, dan teknologi 

1. Kualitas sumberdaya 

yang perlu ditingkatkan 

1. Jumlah sumberdaya 

kesatuan bangsa yang 

memadai 

2. Kompetensi aparatur 

belum sepenuhnya merata 

dan sesuai dengan yang 
diharapkan  

2. Komitmen pimpinan 

yang kuat dalam 

memajukan visi dan misi 
kesatuan bangsa 

3. Sarana dan prasarana 

yang perlu ditingkatkan 

3. Dukungan anggaran 

yang memadai 2. Potensi muncul/ 

berkembangnya gerakan 

terorisme, radikalisme, 

fundamentalisme dan 

separatisme yang  dapat 
menyusup sampai kawasan 

padukuhan/ pelosok 

4. Jalinan sinergitas 

Tupoksi antar bidang yang 

perlu diperkuat 

4. Kebijakan 

pembangunan wawasan 

kebangsaan dan politik 

yang tepat manfaat dan 

tepat sasaran 5. Peran dan fungsi 

lembaga non struktural 

(FKUB, BNK, FKDM, FPK, 

PPWK, dll) yang perlu 

ditingkatkan 
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Visi KD/WKD Misi KD/WKD 
Tujuan 

KD/WKD 

Sasaran 

KD/WKD 
Identifikasi Permasalahan  Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1 2 3 4 5 6 7 

    

3. Perlunya penguatan 

partisipasi politik warga secara 

aktif baik dalam pemilu, 

pemilukada, pilkades,musdes, 
musrenbang, maupun dalam 

pengambilan keputusan sehari-

hari.  

6. Pelaksanaan Tupoksi 

yang belum optimal 

 

  

        4. Perlunya penguatan peran 
serta ormas/LSM secara aktif 

dalam kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan, maupun 

dalam pengambilan keputusan 

sehari-hari.  

7. Akses terhadap data dan 
informasi yang perlu 

dioptimalkan 

5. Dukungan 
pengembangan Informasi 

dan Teknologi dan jaringan 

yang memadai  
        

        5. Potensi kejadian tawuran / 
kenakalan remaja/ pelajar, 

penyalahgunaan narkoba, dll 
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3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI 

Di samping memastikan sinkorinisasi dengan RPJMD Kabupaten 

Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan telaahan 

Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dalam hal ini Kementerian 

Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Dengan Prioritas 

nawacita sebagai payung utama, aspek utama telaahan mencakup visi dan misi 

Kementerian Dalam Negeri, serta visi, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

DIY, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah 

Prioritas Nawacita ke 9 Sasaran Strategis 

Kemendagri 

Sasaran Strategis 

Bakesbangpol DIY 

Memperteguh ke-bhineka-

an dan memperkuat 

restorasi sosial Indonesia 

1. Meningkatkan kualitas 

demokrasi Indonesia 

2. Meningkatkan 

implementasi nilai-nilai 

Pancasila di Daerah 

3. Meningkatnya 

kewaspadaan nasional 

1. Meningkatnya 

Ketahanan Nasional di 

DIY 
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3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN 

HIDUP STRATEGIS 

3.4.1    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Visi penataan ruang daerah diarahkan mewujudkan 

Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang 

berwawasan lingkungan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 – 2030. Misi penataan ruang daerah meliputi: 

1. mewujudkan ruang wilayah yang produktif; 

2. mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman; 

3. mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan 

4. mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi 

bencana 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan 

ruang wilayah, meliputi : 

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan 

perkonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan 

pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, 

berhasil guna berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan. 

2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap 

dampak resiko bencana. 

3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara 

merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan 

prasarana wilayah. 

4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

prasarana transportasi, telekomunikasi, dan informatika, sumber 

daya air, energi dan prasarana lingkungan yang handal dan 

memadai. 

5. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai 

fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial 

budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi 

serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

6. Pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara, dan 

ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan 

lingkungan. 
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Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah yang 

Berbatasan dengan Kabupaten tetangga, Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul juga mengambil kebijakan : 

1. Berkaitan dengan penataan ruang dan pengembangan Kabupaten 

Sleman ke arah timur melalui Kecamatan Prambanan yang 

berbatasan dengan Kecamatan Patuk sangat berperanan dalam 

rangka membuka akses Kecamatan Patuk dan menciptakan 

interkoneksitas wisata Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten 

Sleman. 

2. Berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis Kabupaten 

Bantul ke arah timur dengan ditetapkannya Kawasan Industri 

Piyungan yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

Patuk di Kabupaten Gunungkidul.  

3. Berkaitan dengan pengembangan kawasan wilayah Kabupaten 

Klaten yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu 

wilayah Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Bayat, dan Cawas yang 

membutuhkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur 

wilayah dalam rangka membuka akses perekonomian di wilayah 

perbatasan.  

4. Berkaitan dengan pengembangan kawasan Kecamatan Weru 

Kabupaten Sukoharjo yaitu yang berbatasan dengan Kecamatan 

Semin sebagai kawasan peningkatan investasi untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan dan transfer keahlian dan teknologi. Hal tersebut 

telah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul yang menetapkan Desa Candirejo Kecamatan Semin 

sebagai kawasan industri. 

5. Berkaitan dengan pengembangan kawasan Kabupaten Wonogiri 

yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul sebagai 

kawasan perbatasan yang maju, maka Kabupaten Gunungkidul 

juga berupaya memetakan tata ruang daerah yang berbatasan 

dengan Kabupaten Wonogiri sebagai kawasan pendukung. 

Dengan titik tekan kebijakan tata ruang wilayah pada aspek 

ekonomi, permukiman, pariwisata, pendidikan, dan lingkungan, 

sebagaimana jabaran singkat telaahan RTRW di atas, jelas sekali bahwa 

tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat 

relevan. Pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung 

terwujudnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan di daerah. Sementara, Keberhasilan 
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pengembangan aspek ekonomi, permukiman, pariwisata, pendidikan 

dan lingkungan jelas mensyaratkan kestabilan sosial dan politik. Kedua, 

Badan Kesatuan Bangsa dan politik bertugas memastikan bahwa 

perwujudan tujuan pengembangan aspek-aspek tersebut sejalan dengan 

tujuan kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini disebabkan, dalam 

pengembangan aspek-aspek tersebut, persentuhan antar individu, 

maupun kelompok, dengan berbagai latar belakang, tidak terhindarkan. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, pengelolaan kesatuan bangsa, 

sebagaimana tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat diperlukan. Dengan 

demikian, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

telah melalui proses pertimbangan telaahan tata ruang wilayah, guna 

memastikan relevansinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud.  

3.4.2  Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu, rencana 

pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang mensinergikan dan 

mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi 

(suistainable development). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam 

pasal 15, menyatakan bahwa Pemerintah wajib membuat Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program 

(KRP).  

Enam muatan KLHS dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 

adalah sebagai berikut : 

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan menunjukan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih 

memiliki daya dukung dan daya tampung yang cukup secara 

kewilayahan. Hal ini ditunjukkan dengan luasnya peta jasa 

ekosistem penyedia pangan pada kelas sedang ada 45%, sedangkan 

tinggi dan sangat tinggi 34%. Daya dukung pangan yang dihitung 

dengan memperhatikan sisi demand dan supply menunjukan bahwa 

Kabupaten Gunungkidul mengalami surplus dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan (beras) penduduk. Daya dukung lahan pertanian 

padi menunjukan Kabupaten Gunungkidul mampu swasembada 

pangan. 
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2. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Gunungkidul 

memiliki sumber daya alam yang cukup dan berupa hasil pertanian 

dan pertambangan. Agar resiko kerawanan sosial dan bencana 

lingkungan diminimalisir, perlu memperhatikan pemanfaatanya 

untuk menjaga ketersediaanya. Untuk pertambangan terdapat 

potensi namun tidak boleh dimanfaatkan karena dapat 

meningkatkan resiko bencana akibat longsor, banjir, dan kekeringan. 

Untuk pertanian mengingat luasan KBAK Gunungsewu yang 

mendominasi wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka pengembangan 

pertanian dilakukan dengan intensifikasi pertanian. Pemanfaatan 

sumber daya pertanian menjadi penyedia bahan baku industri dan 

penyedia pangan dalam kegiatan pemukiman di Kabupaten 

Gunungkidul. 

3. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup Kabupaten 

Gunungkidul apakah dampak resiko yang cukup besar dan rutin 

terjadi sehingga dapat menyebankan kerawanan yang tentunya dapat 

diadaptasikan dalam perikehidupan pembangunan. Dampak dan 

resiko lingkungan hidup yang dapat terjadi akibat pelaksanaan 

pembangunan didalam RPJMD antara lain sebagai berikut : 

a. Alih fungsi lahan, perubahan bentang alam dan lahan 

b. Komponen abiotic terancam, tercemar, terdegradasi 

c. Meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang mempengaruhi 

iklim mikro hingga menyebabkan pengaruh terhadap kesehatan 

dan kejadian bencana banjir, kekeringan, dan ancaman terhadap 

bio diversity. 

d. Meningkatkan Ancaman Banjir dan kekeringan. 

4. Kinerja layanan atau jasa ekosistem Kabupaten Gunungkidul 

memiliki jasa ekosistem yang cukup banyak dan cukup berdampak 

secara regional. 

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim pada kawasan peruntukan pemukiman, dominan berada pada 

kawasan dengan kelas beriklim JERI sangat rendah (73,66%) dengan 

demikian pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat kerentanan 

dan kapasitas adaptasi dengan perubahan iklim. Mitigasi bencana 

dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting karena 

sebagian besar wilayah kabupaten Gunungkidul merupakan daerah 

rawan bencana dan berdasarkan indeks rawan bencana Indonesia 

tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas resiko tinggi. 

Indeks resiko bencana merupakan hasil perhitungan untuk multi 
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ancaman. Indek resiko bencana Kabupaten Gunungkidul adalah 158 

(kelas resiko tinggi) dengan resiko banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

dan tsunami. 

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekargaman hayati di Kabupaten 

Gunungkidul berdasarkan sumber data P3EJ tahun 2015 yang 

ditunjukkan peta jasa ekosistem penyedia keanekaragaman hayati 

Kabupaten Gunungkidul, kategori sedang berdasarkan analisis yang 

dilakukan memiliki luas yang dominan 40% (59.221,53 ha) dari 

keseluruhan wilayah kabupaten. Hal ini menandakan Kabupaten 

Gunungkidul memiliki potensi sebagai wilayah penyedia 

keanekaragaman hayati yang cukup baik. Sedangkan wilayah 

berkategori sangat tinggi sebagai penyedia keanekaragaman hayati 

memiliki persebaran yang sangat kecil yaitu 0,05% dari keseluruhan 

wilayah atau 71,44 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk  

semua kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya 

terhadap lingkungan hidup karena gangguan-gangguan terhadap 

komponen-komponen ekosistem akibat pembangunan yang kurang 

berhati-hati dapat menimbulkan perubahan pada tatanan 

ekosistemnya. Sehingga dapat mengancam kelimpahan dan 

keanekaragaman bio diversity keanekaragaman hayati dan 

mengakomodasi keberadaan habitat alami tersebut dalam 

pembangunan. 

Dari beberapa enam muatan KLHS dalam RPJMD tersebut di 

atas, berpotensi timbulnya kerawanan potensi konflik sosial seperti 

potensi kerawanan yang ditimbulkan dari kekeringan aktual kemarau, 

potensi sumber air bawah tanah, pengembangan kawasan wisata pantai, 

permasalahan sampah dan limbah dan ancaman penambangan tidak  

ramah lingkungan. Hal ini relevan dengan fungsi dari Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum, untuk mencegah timbulnya kerawanan potensi 

konflik sosial melalui kegiatan yang berkaitan dengan : 

a. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

b. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas 

keamanan; 

c. deteksi dini potensi konflik sosial dan penanganan konflik sosial 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
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Tabel 3.3 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul 

INDIKATOR CAPAIAN 
Satuan 

Capaian 
Target RPJMN 2014 Pelaksana 

Sumber 

Data 
Keterangan 

No TPB Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 Rate/th 

10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil.  n/a n/a n/a n/a n/a TAD Meningkat menjadi 87 Bakesbangpol  

Bukan kewenangan 

kabupaten untuk 

mengukur 

INDIKATOR CAPAIAN 
Satuan 

Capaian 
Target RPJMN 2014 Pelaksana 

Sumber 

Data 
Keterangan 

No TPB Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 Rate/th 

3.5.1.(e) 

Prevalensi 

penyalahgunaan 

narkoba. 

% n/a n/a n/a n/a n/a 
TAD 

1,69 Bakesbangpol  
BNNP mengukur 

dilevel provinsi 

16.1.2.(a) 

Kematian disebabkan 

konflik per 100.000 

penduduk. 

Kasus 0 0 0 0 0 

TAD 
Menurun Bakesbangpol  

Tidak terjadi konflik 

yang mengakibatkan 

kematian 
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3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik serta telaahan terhadap Renstra Kemendagri, Renstra Badan 

Kesbangpol DIY, dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka isu-isu 

strategis terkait dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa 

diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut :  

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah 

a. Persatuan dan kesatuan nasional; 

b. Isu keamanan dan ketertiban; 

c. Kesadaran dalam menegakkan demokrasi dan Hak Azasi Manusia; 

d. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-

obatan terlarang). 

2. Isu strategis yang berkaitan dengan kondisi internal organisasi 

perangkat daerah 

a.  Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki motivasi, 

komitmen, dan integritas kerja yang baik. 

b. Sarana dan prasarana belum memadai 

3. Isu strategis diluar kewenangan namun berpengaruh terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 

a. Meningkatnya kunjungan wisata; 

b. Perkembangan Iptek, dan keterbukaan informasi; 

c. Globalisasi
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA 

DAN POLITIK 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah, yang selanjutnya kan menjadi dasar penyusunan arsitektur 

kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Sesuai dengan tujuan “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik” yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam 

RPJMD Tahun 2021-2026, dan berdasarkan isu-isu strategis yang dimiliki, 

maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu “Meningkatkan wawasan kebangsaan dan 

kesadaran berpolitik masyarakat“. Tujuan ini selanjutnya akan 

diterjemahkan  ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun. 

4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 

sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026, sebagai berikut : 

1. Meningkatnya ketahanan masyarakat; 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD. 

Secara terperinci gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah yang 

akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021-2026, dapat 

dilihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3)   (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Meningkatkan 

wawasan 

kebangsaan dan 

kesadaran 
berpolitik 

masyarakat  

1. Meningkatnya 

ketahanan masyarakat 

1. Persentase konflik sosial yang 

tertangani 

89% 90% 91% 92% 93% 

  2. Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja PD 

1. Nilai AKIP PD 80,05 80,10 80,15 80,20 80,25 
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Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021-2026, tersebut di atas, 

selanjutnya Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja 

Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dalam tabel 4.2 

di bawah ini : 
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Tabel 4.2 

Sasaran dan Indikator Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

No Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- Unit Kerja 

Penanggung 
jawab 

Keterangan/ Rumus/ 
Formula 

1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 

ketahanan 
masyarakat  

  

1. Persentase konflik 

sosial yang 
tertangani 

89% 90% 91% 92% 93% Badan 

Kesatuan 
Bangsa dan 

Politik 

Jumlah konflik sosial 

tertangani dibagi jumlah 
konflik sosial terjadi 

dikalikan 100% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Perumusan Strategi 

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya dapat 

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus 

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan 

nilai tambah (value added) bagi pemangku kepentingan (stakeholder) layanan. 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021-2026, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi melalui metode SWOT 

(strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang, dan 

threats/tantangan), sebagai berikut : 

Tabel 5.1 
Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal 

 

Faktor Internal 

No Kekekuatan 

(Strength) 

No Kelemahan 

(Weaknesses) 

S-1 Dukungan APBD yang memadai W-1 

 

Fasilitas pendukung kerja memiliki 
motivasi, komitmen, dan integritas 
kerja yang baik. 

S-2 Peran Lembaga yang sangat 
strategis dalam pengembangan 
persatuan dan kesatuan bangsa 

W-2 Kemampuan realisasi anggaran dan 
kegiatan sangat dipengaruhi kondisi 
yang situasional wilayah/nasional 

S-3 Jumlah dan etos kerja aparatur 
yang cukup memadai 

W-3 Volume pekerjaan dan anggaran 
antar bidang/unit kurang berimbang 

Faktor Eksternal 

No Peluang 

(Opportunities) 

No Ancaman 

(Threats) 

O-1 Peraturan perundangan yang 
mendukung kinerja lembaga 

T-1 

 

Semakin kompleksnya permasalahan 
persatuan dan kesatuan bangsa 

O-2 Koordinasi dan dukungan lintas 
lembaga untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

T-2 

 

Tuntutan peningkatan kualitas 
kinerja dan akuntabilitas Lembaga 

O-3 Kesempatan untuk 
meningkatkan kualitas SDM 
aparatur 

T-3 

 

Masih kurang responsifnya mitra 
Lembaga terhadap program kerja 
Lembaga 
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Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan 

faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T sehingga akan 

terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4 (empat) 

faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth) dengan menggunakan 

skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :  

a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi  

b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi  

c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi  

d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah  

e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah  

Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 5.2 
 

Tabel 5.2 
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal 

 

Identifikasi Faktor Internal 

No Kekekuatan (Strength) U S G Total 

1 Dukungan APBD yang memadai 5 5 4 14 

2 Peran Lembaga yang sangat strategis 
dalam pengembangan persatuan dan 
kesatuan bangsa 

4 4 4 12 

3 Jumlah dan etos kerja aparatur yang 
cukup memadai 

4 4 3 11 

No Kelemahan (Weaknesses)     

1 Fasilitas pendukung kerja belum 
memadai 

4 4 3 11 

2 Kemampuan realisasi anggaran dan 
kegiatan sangat dipengaruhi kondisi 
yang situasional wilayah/nasional 

4 4 3 
11 

3 Volume pekerjaan dan anggaran antar 
bidang/unit kurang berimbang 

4 3 3 10 

Identifikasi Faktor Eksternal 

No Peluang (Opportunities)     

1 Peraturan perundangan yang 

mendukung kinerja lembaga 5 5 3 
13 
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Identifikasi Faktor Eksternal 

No Peluang (Opportunities) U S G Total 

2 Koordinasi dan dukungan lintas lembaga 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

dan fungsi 
5 4 3 12 

3 Kesempatan untuk meningkatkan 

kualitas SDM aparatur 
4 4 3 11 

No Ancaman (Threats)     

1 Semakin kompleksnya permasalahan 
persatuan dan kesatuan bangsa 

4 4 4 12 

2 Tuntutan peningkatan kualitas kinerja 
dan akuntabilitas Lembaga 

4 4 3 11 

3 Masih kurang responsif mitra Lembaga 
terhadap proram kerja Lembaga 

4 3 3 10 

 

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas  

Faktor Kunci Strategis  

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG 

yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang 

akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 5.2. di atas dapat diketahui 

faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam Tabel 5.3.  

Tabel 5.3 
Faktor-faktor Strategis 

 

SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG Total 

S 

Dukungan APBD yang memadai 14 37 

Peran Lembaga yang sangat strategis dalam 
pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa 

12 

Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup 
memadai 

11 

W 

Fasilitas pendukung kerja belum memadai 11 32 

Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan 
sangat dipengaruhi kondisi yang situasional 
wilayah/nasional 

11 

Volume pekerjaan dan anggaran antar 
bidang/unit kurang berimbang 

10 

O 

Peraturan perundangan yang mendukung kinerja 
lembaga 

13 36 

Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

12 
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SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG Total 

 Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM 
aparatur 

11  

T 

Semakin kompleksnya permasalahan persatuan 
dan kesatuan bangsa 

12 33 

Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan 
akuntabilitas Lembaga 

11 

Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap 
proram kerja Lembaga 

10 

 

 

Tabel 5.4 
Penentuan Alternatif Strategi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peluang (O) : 
1. Peraturan perundangan 

yang mendukung kinerja 
lembaga 

2. Koordinasi dan dukungan 
lintas lembaga untuk 
kelancaran pelaksanaan 
tugas dan fungsi 

3. Kesempatan untuk 
meningkatkan kualitas 
SDM aparatur 

Tantangan (T) : 
1. Semakin kompleksnya 

permasalahan 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 

2. Tuntutan peningkatan 
kualitas kinerja dan 
akuntabilitas Lembaga 

3. Masih kurang 
responsif mitra 
Lembaga terhadap 
proram kerja Lembaga 

Kekuatan (S) : 
1. Dukungan APBD yang memadai 
2. Peran Lembaga yang sangat 

strategis dalam pengembangan 
persatuan dan kesatuan bangsa 

3. Jumlah dan etos kerja aparatur 
yang cukup memadai 

 

Alternatif Strategi : 
1. Mengoptimalkan 

penggunaan anggaran 
secara normatif sesuai 
peraturan perundang-
undangan untuk 
meningkatkan akuntabilitas 
kinerja Lembaga 

2. Mengoptimalkan 
kesempatan meningkatkan 
kualitas SDM Aparatur 
untuk menambah etos kerja 
aparatur 

Alternatif Startegi : 
1. Perbaiki Perencanaan 

program dan kegiatan 
disesuaikan dengan 
perkembangan situasi 
dan kondisi 
permasalahan 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 

2. Meningkatkan 

pemahaman 

masyarakat terhadap 
makna dan 

pentingnya 

persatuan dan 

kesatuan bangsa 

Kelemahan (W) : 
1. Fasilitas pendukung kerja 

belum memadai 
2. Kemampuan realisasi anggaran 

dan kegiatan sangat 
dipengaruhi kondisi yang 
situasional wilayah/nasional 

3. Volume pekerjaan dan 
anggaran antar bidang/unit 
kurang berimbang 

 

Alternatif Startegi : 

1. Maksimalkan pemanfaatan 

fasilitas pendukung kerja 
(sarana prasarana) yang 
ada disertai koordinasi 
yang baik lintas lembaga 
untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan 
tugas dan fungsi Lembaga 

2. Mengarahkan dan 
mengkoordinasikan 

seluruh Bidang bekerja 

sesuai SOP 

Alternatif Strategi : 
1. Maksimalkan 

pemanfaatan fasilitas 
pendukung kerja 
(sarana prasarana) 
serta anggaran  yang 
ada dalam upaya 
menghadapi semakin 
kompleksnya 
permaslahan 
persatuan dan 
kesatuan bangsa 

2. Atasi kurang 
memadainya fasilitas 

kantor untuk 
meningkatkan kualitas 
kinerja dan 
akuntabilitas lembaga 

 

FAKTOR 
EKSTERNAL 

FAKTOR 
INTERNAL 
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Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan, selanjutnya dipilih 

dan dirumuskan strategi yang paling memungkian untuk dilaksanakan pada kurun 

waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. 

Strategi yang dipilih sebagai berikut : 

 
Tabel 5.5 

Penentuan Strategi 
 

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya 

ketahanan 
masyarakat 

1 Persentase konflik 

sosial yang tertangani 

1 Meningkatkan 

pemahaman 
masyarakat terhadap 

makna dan pentingnya 

persatuan dan 

kesatuan bangsa 

2 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 
PD 

1 Nilai AKIP PD 1 Mengarahkan dan 

mengkoordinasikan 
seluruh bidang bekerja 

sesuai SOP 

 

1.2. Perumusan Kebijakan 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan 

dan sasaran. 

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik tahun 2021-2026 kami sajikan pada tabel 5.5 di bawah ini : 
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Tabel 5.6 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

Visi : Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026  

Misi : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatkan 

wawasan kebangsaan 

dan kesadaran 

berpolitik masyarakat 

1. Meningkatnya ketahanan 

masyarakat 

1. Meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap makna dan 

pentingnya persatuan dan 

kesatuan bangsa 

1. Pembinaan wawasan kebangsaan, 

persatuan dan kesatuan bangsa 

kepada seluruh lapisan masyarakat 

(ASN, perangkat desa, swasta, pelaku 

usaha, pemuda, remaja, pelajar, 

mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh 

difable, anak, dll) 

      2. Pengembangan demokratisasi melalui 

pendidikan politik bagi seluruh 

lapisan masyarakat (ASN, perangkat 

desa, swasta, pelaku usaha, pemuda, 
remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh 

perempuan, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh difable) serta Pemetaan 

Politik, Potensi Daerah, dan Potensi 

Kerawanan konflik 

      3. Penguatan kapasitas ormas dan LSM 

        4. Penguatan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB), Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK) 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.      5. Penguatan koordinasi, kerjasama dan 
networking/jejaring dengan TNI, 

Polri, Kejaksaan, PD terkait, Tim 

Pengumpul data dan informasi 

strategis, FKDM, BNK dan mitra kerja 

dlm penanganan konflik 

  2. Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja PD 

1. Mengarahkan dan 
mengkoordinasikan seluruh 

bidang bekerja sesuai SOP 

1. Meningkatkan koordinasi penunjang 
urusan PD 

\\\
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK  

Program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah merupakan program 

prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan berdasarkan strategi 

dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. 

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan  yang akan dilaksanakan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2021-2026, sebagaimana 

tabel 5.6 : 
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikBadan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 

 

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Terwujudnya 
reformasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
yang baik 

Ketentraman, 
ketertiban, dan 
keamanan 
masyarakat 
meningkat 

X.XX.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Persentase pemenuhan 
penunjang urusan pemerintah 
daerah kabupaten terlaksana 
dengan baik 

Persen 100 100 2.401.881.933,00 100 2.624.790.000,00 100 2.752.930.158,00 100 2.792.603.104,00 100 2.770.815.000,00 100 13.343.020.195,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

 

  

X.XX.01.2.01 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi 
tersusun 

Dokumen 29 28 68.595.000,00 28 70.654.000,00 29 72.736.000,00 28 71.974.000,00 28 74.208.000,00 28 358.167.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase kesesuaian 
dokumen perencanaan dan 
pelaporan PD terhadap 
perncanaan pemda 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    

  

X.XX.01.2.01.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana 
Kerja (Renja) 

Dokumen 1 1 40.570.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 40.570.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Renja 
Perubahan 

Dokumen 1 1 250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Renstra Dokumen 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Profil PD Dokumen 1 1 250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Penyelenggaraan Forum PD Kali 1 1 4.650.000,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 4.650.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen NA NA 0,00 3 46.704.000,00 3 48.656.000,00 3 47.714.000,00 3 49.868.000,00 12 192.942.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

  

X.XX.01.2.01.02 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA Dokumen 1 1 19.175.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 19.175.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen RKA SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 

Dokumen NA NA 0,00 1 19.250.000,00 1 19.250.000,00 1 19.250.000,00 1 19.250.000,00 4 77.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.01.03 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD 

Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dokumen 1 1 250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA- SKPD 

Dokumen NA NA 0,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 4 1.200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.01.04 

Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA Dokumen 1 1 350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 350.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen 1 1 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen ROPK Dokumen 1 1 200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen DPA SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 

Dokumen NA NA 0,00 3 840.000,00 3 880.000,00 3 920.000,00 3 960.000,00 12 3.600.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.01.05 

Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA Perubahan Dokumen 1 1 350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 350.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Perubahan 
Perjanjian Kinerja 

Dokumen 1 1 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah Dokumen Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
DPA- SKPD 

Dokumen NA NA 0,00 2 420.000,00 2 440.000,00 2 460.000,00 2 480.000,00 8 1.800.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Laporan NA NA 0,00 17 2.340.000,00 17 2.410.000,00 17 2.430.000,00 17 2.450.000,00 68 9.630.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.01.07 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen e Monev Dokumen 4 4 700.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 700.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen LKjIP Dokumen 1 1 1.550.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.550.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen TEPRA Dokumen 12 12 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Laporan NA NA 0,00 5 800.000,00 5 800.000,00 5 900.000,00 5 900.000,00 20 3.400.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.02 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah layanan administrasi 
keuangan terlaksan 

layanan 4 4 2.076.410.933,00 4 2.214.238.000,00 4 2.324.622.000,00 4 2.324.672.000,00 4 2.326.722.000,00 4 11.266.664.933,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase laporan keuangan yang 
disusun tepat waktu 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    

  

X.XX.01.2.02.01 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan 
tunjangan ASN 

bulan 

14 14 2.069.360.933,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 2.069.360.933,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Orang/bulan 

NA NA 0,00 294 2.206.688.000,00 294 2.317.022.000,00 294 2.317.022.000,00 294 2.319.022.000,00 294 9.159.754.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.02.05 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 

Dokumen 1 1 1.550.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.550.000,00 

BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data 
Capaian 
pada Tahun 
Awal 
Perencanaa
n 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 

Lokas
i Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

    Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Laporan NA NA 0,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 4 8.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.02.07 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah dokumen laporan keuangan 
bulanan/SPJ 

Dokumen 12 12 5.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 5.300.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan Semesteran 

Dokumen 1 1 200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Laporan NA NA 0,00 13 5.550.000,00 13 5.600.000,00 13 5.650.000,00 13 5.700.000,00 52 22.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.05 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah layanan pendataan dan 
pengolahan administrasi 
kepegawaian terlaksana 

layanan 1 1 750.000,00 1 1.500.000,00 1 1.500.000,00 1 1.800.000,00 1 2.000.000,00 1 7.550.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase PNS yang terlayani 
dalam pengelolaan administrasi 
kepegawaian 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    

  

X.XX.01.2.05.03 

Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah ASN tertangani Orang 19 19 750.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 750.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Dokumen NA NA 0,00 7 1.500.000,00 7 1.500.000,00 7 1.800.000,00 7 2.000.000,00 28 6.800.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.06 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah layanan administrasi umum 
terlaksana 

layanan 8 8 72.606.000,00 9 145.305.000,00 10 166.319.158,00 9 189.402.104,00 8 173.780.000,00 8 747.412.262,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Pemenuhan Kebutuhan 
Administrasi Perkantoran terlaksana 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

  

X.XX.01.2.06.01 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah komponen kelistrikan yang 
tersedia 

Paket 
Pembelian 

6 6 2.700.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0
,00 

0 0
,00 

6 2.700.000,
00 

BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

Paket NA NA 0,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,
00 

24 12.000.000,
00 

BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.06.02 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia 
(kertas, amplop, bantalan stempel, 
binderclip, balpoint, odner, tinta 
printer, gunting, penggaris, 
penghapus, karbon, lem, pensil, 
snelhecter plastik, refil toner, 
flashdisk, pita mesin ketik, Pita 
Faximile, selotip, lakban 

jenis 22 24 33.695.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 33.695.000,
00 

BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Komputer/PC tersedia Unit NA NA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah UPS tersedia Unit NA NA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah printer laserjet tersedia Unit NA NA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laptop/notebook tersedia Unit NA NA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 0 0 0,00 13 44.655.000,00 13 63.119.000,00 13 69.250.000,00 13 48.500.000,00 52 225.524.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.06.03 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah bahan dan peralatan 
kebersihan yang terbeli (pembersih 
lantai, pembersih kamar mandi, 
pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, 
sapu lidi, tisu, obat serangga, kapur 
barus, sikat kamar mandi, pengki, 
keset, keranjang sampah, sabun 
cuci) 

Paket 
Pembelian 

12 12 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 6.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

Paket NA NA 0,00 12 6.000.000,00 12 6.000.000,00 12 6.000.000,00 12 6.000.000,00 48 24.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

X.XX.01.2.06.05 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan ( Map Berkop, 
BKP, SPPD, Disposisi, Sekat Folder, 
Folder Arsip, Box Arsip) 

Dokumen 69 69 7.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69 7.800.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah lembar 
Penggandaan/Fotocopy 

Lembar 25636 25636 6.409.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25636 6.409.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Paket NA NA 0,00 4 14.050.000,00 4 14.200.000,00 4 14.350.000,00 4 14.500.000,00 16 57.100.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab 
.Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.06.06 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar 
Tersedia (2 media x 12 bulan) 

bulan 12 12 1.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 1.200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan PerundangUndangan yang 
Disediakan 

Dokumen NA NA 0,00 350 2.880.000,00 350 2.880.000,00 350 2.880.000,00 350 2.880.000,00 1400 11.520.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.06.09 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Frekuensi rapat, konsultasi, dan 
koordinasi luar daerah dalam Pulau 
Jawa 

orang 11 2 12.702.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 12.702.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Dalam Pulau 
Jawa 

    Jumlah Minum Snack untuk Rapat Orang 180 85 850.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 850.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Frekuensi rapat, konsultasi, dan 
koordinasi luar daerah luar Pulau Jawa 

Orang 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Luar Pulau 
Jawa 

    Jumlah Makan Minum untuk rapat Orang 180 50 1.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 1.250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan NA NA 0,00 20 74.720.000,00 20 77.120.158,00 20 93.922.104,00 20 98.900.000,00 80 344.662.262,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

X.XX.01.2.07 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah pengadaan peralatan dan 
mesin terlaksana 

buah 0 0 0,00 1 7.500.000,00 0 0,00 2 12.000.000,00 0 0,00 3 19.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Pengadaan Barang Milik 
Daerah penunjang urusan 
Pemerintah Daerah terlaksana 

Persen NA NA  100  0  100  0  100    

  

X.XX.01.2.07.06 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Monitor/LED TV tersedia Buah 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Unit NA NA 0,00 1 7.500.000,00 0 0,00 2 12.000.000,00 0 0,00 3 19.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.07.10 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah AC tersedia Buah 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.08 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah layanan penunjang urusan 
pemerintah daerah terlaksana 

layanan 6 6 79.480.000,00 6 80.530.000,00 6 80.845.000,00 6 81.030.000,00 6 81.280.000,00 6 403.165.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah terlaksana 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    

  

X.XX.01.2.08.01 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 
Tersedia 

Bulan 12 12 18.925.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 18.925.000,00 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Surat terkirim Lembar 600 625 1.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 625 1.500.000,00 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Laporan NA NA 0,00 12 20.175.000,00 12 20.425.000,00 12 20.675.000,00 12 20.925.000,00 48 82.200.000,00 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.08.02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah bulan yang diterima atas 
kemanfaatan jasa air 1 rekening x 
12 bulan 

Rekening 12 12 2.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2.400.000,00 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah bulan yang diterima atas 
kemanfaatan jasa listrik 1 rekening x 
12 bulan 

Rekening 12 12 39.000.000,00 12 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 39.000.000,00 
BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah bulan yang diterima atas 

kemanfaatan jasa telepon 1 
rekening x 12 bulan 

Rekening 12 12 1.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 1.200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

Laporan NA NA 0,00 36 43.900.000,00 36 43.900.000,00 36 43.900.000,00 36 43.900.000,00 144 175.600.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jasa Kebersihan Kantor di bayar Hari 247 247 16.455.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 247 16.455.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Laporan NA NA 0,00 12 16.455.000,00 12 16.520.000,00 12 16.455.000,00 12 16.455.000,00 48 65.885.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah layanan pemeliharaan 
barang milik daerah terlaksana 

layanan 12 12 103.240.000,00 12 105.063.000,00 12 106.908.000,00 12 111.725.000,00 12 112.825.000,00 12 539.761.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase pemeliharaan barang 
milik daerah penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah dalam 
keadaan baik 

Persen 100 100  100  100  100  100  100    

  

X.XX.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Mobil Dinas terpelihara 2 
unit x 2 kali 

Paket 
Pemeliharaan 

4 4 55.755.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 55.755.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Mobil Dinas yang terbayar 
pajaknya 

Unit 2 2 3.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Motor Dinas terpelihara 6 
unit x 1 kali 

Paket 
Pemeliharaan 

6 6 4.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 4.400.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Motor Dinas yang terbayar 
pajaknya 

Unit 6 6 960.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 960.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 
PD 

Penanggung 
Jawab 

Lokasi 
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target 
(Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Unit NA NA 0,00 46 65.394.000,00 46 65.738.000,00 46 65.950.000,00 46 66.250.000,00 184 263.332.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.09.06 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Komputer terfasilitasi 
pemeliharaanya 

Buah 4 4 2.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 2.400.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laptop/notebook terfasilitasi 
pemeliharaanya 

Buah 4 4 1.600.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1.600.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah mesin ketik terfasilitasi 
pemeliharaannya 

Buah 2 2 300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 300.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Printer Terfasilitasi 
Pemeliharaanya 

Buah 3 3 1.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1.200.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Alat Korsik terfasilitasi 
pemeliharannya 

Set 1 1 500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

Unit NA NA 0,00 22 6.044.000,00 22 6.660.000,00 22 10.650.000,00 22 10.700.000,00 88 34.054.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah pemeliharaan gedung 
terlaksana 

Unit 1 1 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Gedung Kantor yang 
terfasilitasi keamanannya 

Hari 365 365 24.125.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 365 24.125.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah AC terfasilitasi 
pemeliharaanya 

Unit 10 10 4.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4.000.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

 Kondisi Kinerja pada 
akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

    Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit NA NA 0,00 1 29.625.000,00 1 29.940.000,00 1 30.125.000,00 1 30.375.000,00 4 120.065.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab, 
Gunungkidul 

  

X.XX.01.2.09.10 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit NA NA 0,00 20 4.000.000,00 20 4.570.000,00 20 5.000.000,00 20 5.500.000,00 80 19.070.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah dokumen pelayanan publik 
dan tata laksana yang tersusun 

dokumen 4 4 800.000,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 800.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Nilai IKM PD indeks 79.75 79.80  79.85  79.90  79.95  79.97  79.97    

  

X.XX.01.2.13.02 

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Dokumen Evaluasi SOP Dokumen 1 1 250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Evaluasi Standar 
Pelayanan 

Dokumen 1 1 150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Pengukuran 
Suivei Kepuasan Masyarakat 

Dokumen 1 2 250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 250.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Rencana Tindak 
Pengendalian SPIP 

Dokumen 1 1 150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 150.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

2.22.08 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA URUSAN 
KEBUDAYAAN 

Persentase Masyarakat 
memahami Pendidikan 
Wawasan kebangsaan dan politik 
berbasis budaya 

Persen 0 0 0,00 72 18.500.000,00 74 22.050.000,00 76 30.000.000,00 78 42.000.000,00 78 112.550.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

2.22.08.2.09 

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga 
Budaya 

Jumlah Kegiatan Wawasan 
Kebangsaan dan Politik berbasis 
budaya 

kali - - 0,00 2 18.500.000,00 3 22.050.000,00 3 30.000.000,00 1 42.000.000,00 1 112.550.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Masyarakat memahami 
Pendidikan Wawasan kebangsaan 
dan politik berbasis budaya 

Persen - -  72  74  76  78  78    

  

2.22.08.2.09.10 

Pengembangan dan Implementasi 
Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 

Sosialisasi Budaya Politik angkatan - - 0,00 NA 0,00 NA 0,00 - 0,00 NA 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Lomba Film Pendek Budaya Politik kali - - 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 - 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah sekolah yang melaksanakan 
Simulasi Pendidikan Politik melalui 
Pemilihan Osis 

Sekolah - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Pengembangan 
dan Implementasi NilaiNilai Luhur 
dalam Masyarakat 

Dokumen 0 0 0,00 1 10.000.000,00 1 12.050.000,00 1 17.000.000,00 2 22.000.000,00 3 61.050.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

2.22.08.2.09.23 
Pembangunan Ketahanan Sosial 
Budaya 

Jumlah kegiatan sekolah Pancasila 
bagi masyarakat/generasi muda 

angkatan - - 0,00 - 0,00 NA 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah FGD Kebangsaan bagi OPD angkatan - - 0,00 NA 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab.Gunungk
idul 

    Jumlah Pentas Bhineka Tunggal Ika kali - - 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 - 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Pengembaraan kebangsaan 
terlaksana 

kali - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 NA 0,00 NA 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen Pembangunan 
Ketahanan 
Sosial Budaya 

Dokumen 0 0 0,00 1 8.500.000,00 1 10.000.000,00 1 13.000.000,00 1 20.000.000,00 4 51.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 
PD 

Penanggung 
Jawab 

Lokasi 
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

8.01.02 

PROGRAM PENGUATAN 
IDEOLOGI PANCASILA DAN 
KARAKTER KEBANGSAAN 

Persentase Pemahaman 
Masyarakat terhadap wawasan 
kebangsaan 

Persen 75 80 122.840.000,00 85 65.400.000,00 90 87.400.000,00 95 150.500.000,00 100 190.200.000,00 100 616.340.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

 

  

8.01.02.2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan 

Kali 48 19 122.840.000,00 11 65.400.000,00 14 87.400.000,00 23 150.500.000,00 26 190.200.000,00 26 616.340.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Pemahaman 
Masyarakat terhadap wawasan 
kebangsaan 

persen 75 80  85  90  95  100  100    

  

8.01.02.2.01.03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Pemuda Kader 
Kabupaten/Kota yang Diseleksi 
sebagai Pasukan Pengibar Bendera 
dan Diberikan Pelatihan 

Orang 0 0 0,00 80 40.000.000,00 80 47.400.000,00 80 100.500.000,00 80 100.200.000,00 320 288.100.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.02.2.01.04 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah Masyarakat yang 
memahami arti penting wawasan 
kebangsaan, cinta tanah air, 
nasionalisme, dan bela negara 

Orang 1900 200 13.280.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 200 13.280.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah generasi muda / pelajar 
yang memahami arti penting 
wawasan kebangsaan, nasionalisme 
dan bela negara 

Orang 100 500 59.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500 59.760.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Upacara/Peringatan Hari 
Besar yang diiringi Korps Musik 

Kali 8 8 49.800.000,00 0 0,00 0 0,00 12 0,00 0 0,00 8 49.800.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

Orang NA NA 0,00 150 25.400.000,00 300 40.000.000,00 750 50.000.000,00 900 90.000.000,00 2100 205.400.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.03 

PROGRAM PENINGKATAN 
PERAN PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 
PENDIDIKAN POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

Persentase Partisipasi politik 
Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, 
Pilkada 

Persen 80 80 1.180.187.000,00 80 1.251.138.730,00 82,5 1.310.183.758,00 82,5 1.289.507.758,00 82,5 1.291.407.758,00 82,5 6.322.425.004,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaa
n 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

8.01.03.2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik Di Daerah 

Jumlah Pendidikan Politik 
Masyarakat 

layanan 24 23 1.180.187.000,00 26 1.251.138.730,00 41 1.310.183.758,00 33 1.289.507.758,00 32 1.291.407.758,00 32 6.322.425.004,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Partisipasi politik 
Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, 
Pilkada 

Persen 80 80  80  82,5  82,5  82,5  82,5    

  

8.01.03.2.01.03 

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik Di Daerah 

Jumlah warga masyarakat yang 
memahami tentang politik dalam 
negeri 

Orang 100 50 28.035.000,00 0 0,00 

 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 28.035.000,00 BADAN 

KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah PNS yang memahami politik 
dalam negeri 

Orang 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah parpol yang terfasilitasi 
bantuan keuangan 

Parpol 8 8 1.109.012.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1.109.012.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah anggota/pengurus parpol 
yang memahami tentang 
administrasi, hak, dan kewajiban 
sebagai anggota parpol 

Orang 48 48 13.280.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 13.280.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Lomba Film Pendek 
pendidikan politik Tk. Kab. 
Gunungkidul terlaksana 

Kali 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Lomba Penulisan Esai 
pendidikan politik Tk. Kab. 
Gunungkidul terlaksana 

Kali 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaa
n 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik Di Daerah 

Orang NA NA 0,00 300 109.044.972,00 300 167.595.000,00 300 146.245.000,00 300 147.895.000,00 1200 570.779.972,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.03.2.01.05 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik Di Daerah 

Jumlah Dokumen Pelaporan Situasi 
dan Kondisi Sosial Politik di Daerah 

Dokumen 12 12 29.860.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 29.860.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Situasi Politik Di 
Daerah 

Laporan NA NA 0,00 20 1.142.093.758,00 20 1.142.588.758,00 20 1.143.262.758,00 20 1.143.512.758,00 80 4.571.458.032,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.04 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

Persentase Ormas Dan LSM Yang 
Aktif Dalam Kegiatan 
Pemerintahan Dan Pembangunan 

Persen 65 68 32.592.000,00 70 41.825.000,00 72 42.125.000,00 74 69.725.000,00 76 76.625.000,00 76 262.892.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

 

  

8.01.04.2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan 

Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM Kali 2 2 32.592.000,00 3 41.825.000,00 3 42.125.000,00 7 69.725.000,00 8 76.625.000,00 74 262.892.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase Ormas Dan LSM Yang 
Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan 
Dan Pembangunan 

Persen 65 68  70  72  74  76  76    

  

8.01.04.2.01.03 

Pelaksanaan Kebijakan dibidang 
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

Jumlah anggota Ormas dan LSM 
yang memahami tentang 
pemerintahan dan pembangunan 

Orang 100 100 32.592.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 150 32.592.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

Orang NA  NA 0,00 150 41.825.000,00 150 42.125.000,00 300 69.725.000,00 300 76.625.000,00 900 230.300.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.05 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

Persentase Pemahaman 
Masyarakat terhadap kerukunan 
umat beragama 
 
 

Persen 75 80 52.600.000,00 85 38.400.000,00 90 45.600.000,00 95 93.800.000,00 100 80.100.000,00 100 310.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

 

  

8.01.05.2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

Jumlah Pembinaan Kerukunan 
Umat Beragama 

Kali 35 5 52.600.000,00 3 38.400.000,00 4 45.600.000,00 9 93.800.000,00 9 80.100.000,00 9 310.500.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
 
 
 
     Persentase Pemahaman 

Masyarakat terhadap kerukunan 
umat beragama 

Persen 75 80  85  90  95  100  100    

  

8.01.05.2.01.03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Masyarakat yang 
memahami arti penting kerukunan 
umat beragama 

Orang 1700 350 52.600.000,00 0 0,00 0 0,00 

  
0 0,00 0 0,00 350 52.600.000,00 BADAN 

KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Pembentukan FKUB Tk. 
Kabupaten 

Kali 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

Orang NA NA 0,00 150 38.400.000,00 200 45.600.000,00 400 93.800.000,00 450 80.100.000,00 1200 257.900.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK Kab. 

Gunungkidul 

  

8.01.06 

PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
PENINGKATAN KUALITAS DAN 
FASILITASI PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

Persentase konflik sosial yang 
ditangani dalam wilayah 

Persen 88 89 791.575.000,00 90 784.650.000,00 91 805.650.000,00 92 893.100.000,00 93 1.134.049.897,00 93 4.409.024.897,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

 

  

8.01.06.2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 

Jumlah Fasilitasi Perumusan 
kebijakan teknis penanganan konflik 
Sosial 

layanan 24 29 791.575.000,00 25 784.650.000,00 28 805.650.000,00 45 893.100.000,00 53 1.134.049.897,00 53 4.409.024.897,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Persentase konflik sosial yang 
ditangani dalam wilayah 

Persen 88 89  90  91  92  93  93    
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) 
Targ
et 

(Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
  

8.01.06.2.01.01 

Penyusunan Program Kerja di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Jumlah Dokumen Program Kerja di 
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

dokumen 4 0 0,00 2 20.400.000,00 2 27.600.000,00 2 55.200.000,00 2 62.100.000,00 8 165.300.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.06.2.01.03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Jumlah masyarakat yang 
memahami pencegahan dan 
penanganan konflik sosial 

Orang 100 300 26.560.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 300 26.560.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Dokumen RAD dan 
pelaporan penanganan konflik sosial 

Dokumen 4 4 24.895.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 24.895.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Kesepakatan Forkopimda Kesepakatan 0 6 669.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 669.300.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Orang yang Mengikuti 
pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Orang NA NA 0,00 150 47.200.000,00 150 44.700.000,00 150 45.200.000,00 150 94.249.897,00 600 231.349.897,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.06.2.01.04 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Jumlah masyarakat yang 
memahami kewaspadaan dini 
masyarakat terhadap ATHG, 
terorisme, radikalisme dan Orang 
Asing 

Orang 100 100 6.640.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 6.640.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan 
Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran,Program (outcome) 
Satuan 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir 
periode Renstra Perangkat 

Daerah 

PD 
Penanggung 

Jawab 
Lokasi Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) Target (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
    Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan 

pelaporan P4GN 
Dokumen 1 1 1.750.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1.750.000,00 BADAN 

KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    

Jumlah Dokumen Pelaporan 
Kewaspadaan Dini 

Dokumen 12 12 15.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 15.950.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    

Jumlah masyarakat yang 
memahami bahaya penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba 

Orang 100 450 46.480.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450 46.480.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    

Jumlah Peserta Peringatan Hari Anti 
Narkotika Internasional Tingkat DIY 

Orang 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan 
Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Orang NA NA 0,00 100 46.650.000,00 100 54.400.000,00 100 85.200.000,00 300 153.200.000,00 600 339.450.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.06.2.01.05 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan 
antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Laporan 0 0 0,00 14 13.600.000,00 12 20.700.000,00 14 55.200.000,00 14 124.200.000,00 56 213.700.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

  

8.01.06.2.01.06 
Pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 

Dokumen 0 0 0,00 6 656.800.000,00 6 658.250.000,00 6 652.300.000,00 6 700.300.000,00 24 2.667.650.000,00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA 
DAN POLITIK 

Kab. 
Gunungkidul 

    JUMLAH    4.581.675.933,00  4.824.703.730,00  5.065.938.916,00  5.319.235.862,00  5.585.197.655,00  25.376.752.096,00   
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dapat kami 

uraikan, sebagai berikut : 

1. Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan 

2. Persentase  Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik 

berbasis budaya 

3. Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada 

4. Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan 

Pembangunan 

5. Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kerukunan Umat Beragama 

6. Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah 

7. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 

(akumulasi capaian kegiatan) 

Untuk kondisi awal, target tahunan, dan kondisi akhir indikator kinerja 

tersebut di atas dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, akan kami 

uraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut : 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Urusan/Indikator Satuan 
Baseline 
(2020) 

Tahun 
OPD 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Persentase konflik sosial tertangani Persen 88 89 90 91 92 93 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

Nilai AKIP PD nilai 75,39 80,05 80,10 80,15 80,20 80,25 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima 

tahunan) yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.  

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

Tahun 2021-2026 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi 

aparatur di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di 

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.  

 Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Kesatuan Bangsa dan  Politik  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini 

ditentukan oleh kerja sama, kemitraan, dan peran serta aktif seluruh pemangku 

kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Gunungkidul. 

Pada akhirnya kami berharap agar tujuan dan sasaran Badan Kesatuan 

Bangsa dan  Politik  yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2021-2026 dapat tercapai. 

  

BUPATI GUNUNGKIDUL 
 
 
 
 

SUNARYANTA, 
 

 




